Menimbang

Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
RUMAH SUSUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok
mengenai rumah susun;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Rumah Susun;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043),
Undang-undang Nomor | Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6
Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3318);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

RUMAH SUSUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggara pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah,
Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang
pembangunan rumah susun, serta swadaya masyarakat.

Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan
rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan
pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah
vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten/ Kotamadya
dan Pemerintah Daerah Tingkat | Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kesatuan sistem pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan pada
tanah bersarna dengan penggunaan dan pemanfaatan yang berbeda-beda baik
untuk hunian maupun bukan hunian secara mandiri maupun terpadu berdasarkan
perencanaan lingkungan atau perencanaan bangunan yang merupakan satu
kesatuan.

Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan
rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan.

Persyaratan administratif adalah persyaratan mengenai perizinan usaha dari
perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya
perizinan mendirikan bangunan (IMB), serta izin layak huni yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan.

Nilai perbandingan proporsional adalah angka yang menunjukkan perbandingan
antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama, dihitung berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun yang
bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara
keseluruhan pada waktu penyelenggara pembangunan untuk pertama Kkali
memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan
harga jualnya.
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BAB Il
PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN

Bagian Pertama
Arah Kebijaksanaan

Pasal 2

Q) Pengaturan dan pembinaan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan
usaha pembangunan perumahan dan pemukiman yang fungsional bagi kepentingan
rakyat banyak.

(2 Pengaturan dan pembinaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dimaksudkan untuk:

a. mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan
pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal dan untuk meremajakan
daerah-daerah kumuh;

b. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan;
C. mendorong pembangunan pemukiman berkepadatan tinggi.
Pasal 3

Pengaturan dan pembinaan rumah susun berlandaskan

a. kebijaksanaan umum;

b. Kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasional yang digariskan oleh masing-
masing instansi yang berwenang.

Pasal 4
Penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek pembangunan rumah susun
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan kebijaksanaan dan
pedoman Pemerintah Pusat.

Pasal 5
Pengaturan dan pembinaan rumah susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai
persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, izin layak huni, pemilikan

satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan, dan tata cara pengawasannya.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6
Q) Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang bersifat

umum dalam arti yang seluas-luasnya terhadap pembangunan rumah susun dan
pengembangannya, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
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(2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk pada pasal yang bersangkutan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

3 Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang
mempunyai karakteristik lokal, berhubungan dengan tata kota dan tata daerah,
menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. sesuai dengan asas
desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974.

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan pedoman dari arahan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Ketiga
Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian

Pasal 7
Rumah susun yang digunakan untuk hunian atau bukan hunian secara mandiri atau secara
terpadu sebagai kesatuan sistem pembangunan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
BAB Il
PERSYARATAN TEKNIS
DAN ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

Di dalam perencanaan harus dapat dengan jelas ditentukan dan dipisahkan masing-
masing satuan rumah susun serta nilai perbandingan proporsionalnya.

Pasal 9
Rencana yang menunjukkan satuan rumah susun, harus berisi rencana tapak beserta
denah dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan
horizontal dari satuan rumah susun yang dimaksud.

Pasal 10

Batas pemilikan bersama harus digambarkan secara jelas dan mudah dimengerti oleh
semua pihak dan ditunjukkan dengan gambar dan uraian tertulis yang terperinci.
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(1)

)

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis
Paragraf 1
Ruang

Pasal 11

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan
langsung maupun tidak langsung secara alami, dalam jumlah yang cukup, sesuai
dengan persyaratan yang berlaku.

Dalam hal hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan
pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, harus
diusahakan adanya pertukaran udara dan pencahayaan buatan yang dapat bekerja
terus menerus selama ruangan tersebut digunakan, sesuai dengan persyaratan
yang berlaku.

Paragraf 2
Struktur, Komponen, dan Bahan Bangunan

Pasal 12

Rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan
penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan
standar yang berlaku.

Pasal 13

Struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, harus diperhitungkan kuat dan tahan terhadap :

a.

b.

beban mati;
beban bergerak;
gempa, hujan, angin, banijir;

kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk usaha
pengamanan dan penyelamatan;

daya dukung tanah,
kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun horizontal,

gangguan/perusak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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